
BUPATI ITATT'ITA

PROVINSI IITPULIIUAN RIAU

PERATI'RAil BI'PATI NATT'IYA

rroMoR ,D TArruil 2oL7

TENTAITG

PERLINDUITGAIT TEITAGA I{TR.'A MEUTLIII BADAIT PTTYELTITGGARA

JAUIITAN SOSIIL KETENAGAIITR.'AAN

DI KABUPATET trATUNA

DEIYGAIT RA}IUAT TT'IIAIT YAITG UAHA TSA

Menimbang : a.

BI'PATI IIATUIYA,

bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja, khususnya dan masyarakat pada umumnya

di Daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung

jawab Pemerintah Daerah;

bahwa untuk pelaksanaan program jaminan sosial

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagr

Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerj aan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hurrf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perlindungan Tenaga Kerja

melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan l(abupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Mengingat : 1.

b.

c.
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2.

I(abupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singrng, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOB tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1.999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten lkrimun, I(abupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 111.,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a237l,:'

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang

Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2791;

Undang:Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembenhrkan Perahrran Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0l1
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OlL tentang Badan

Penyelenggara Jarninan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3.

4.
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7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O15 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 57Al;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelengaraan Program Jarninan Pensiun (Irmbaran

Negara Republik Ind.onesia Tahun 2015 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5715);

Peraturan Pernerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari T\ra (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

57L61 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Perahrran Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s73O);

Peraturan Presiden Nomor 1O9 Tahun 2Ol3 tentang

Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial {I"embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

Peraturan Menteri Ketenagakedaan Nomor 19 Tahun

2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pernbayaran

Manfaat Jaminan Hari Tua;

8.

9.

10.

11.

t2.



Peraturran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun

2015 tentang Tata cara Pendaftaran Kepesertaan,

Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun

2015 tentang Perqrelenggaraan Program Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bag Pekerja

Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 1 Tahun 2A16

tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan

Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari

Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

MEMUTUSKAN:

MeNetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA

KER.IA MELALUI BADAN PEI{YELENGGARA JAMINAN

SOSI.AL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah l(abupa.ten Natuna.

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten Natuna.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah instansi

yang menyelen urusan pemerintahan dibidang

ketenagakerjaan dan transmigrasi l(abupaten Natuna.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk

perlindungan sosial bagi pekerja yang terdiri dari

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan

Hari Tua dan Jaminan Pensiun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah

Badan Hukum yang dibentuk unhrk menyelenggarakan

15.

13.

14.

5.

3.

4.
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7.

8.

11.

t2.

prograrn jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari trra,

jarninan kernatian, dan jaminan pensiun.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,

badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan

tenaga kerja atau Pemerintah Daerah yang

mempekerjakan tenaga kerja Pegawai Negeri dengan

membayar gEi, upah, atau imbalan dalam bentuk

lainnya.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang

tel,ah membayar iuran.

Peserta Penerima Upah yang selanjutrrya disingkat

Peserta PU adalah setiap or€urg yang bekerja pada

Pemberi Kerja dengan menerima gqii atau upah.

13. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya

disingkat Peserta BPU adalah orarrg perorangan yang

melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk
memperoleh penghasilan.

Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja

kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peratrrran

perundang-undangan, termasuk hr4iangan bagi Pekerja

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa

yang telah atau akan dilakukan.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang

berhubungan dengan hubungan kerja, terrnasuk

penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian

pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat

dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah

melalui jatan yang wqiar atau biasa dilalui.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat

JKK adalah manfaat berupa uang tunai durl atau

pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta

mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang

disebabkan oleh lingkungan kerja.

L4.

15.

16.
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L7. Janoinan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM

adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli

waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat

Kecelakaan Kerja.

Jaminan Hari T\ra yang selanjutnya disingkat JHT

adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan

penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga

kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi

persyaratan tertentu.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disinglat JP adalah

jaminan sosial yang bertqjuan unttrk mempertahankan

derqiat kehidupan yang layak bagr peserta dan/atau ahli

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah

peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total

tetap, atau meninggal dunia.

Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi

tubuh atau hilangnya angota badan yang secara

langsung atau tidak mengakibatkan berkurang

atau hilangnya kemampuan Pekeda unhrk menjalankan

pekerjaannya.

Jasa Kontnrksi adalah layanan jasa konstruksi, layanan

jasa pelaksanaan, pekedaan konstnrksi dan layanan

jasa konstmksi, pengawasan jasa konstmksi.

BAB II

KEPESERTAAN DAN JAMINAN

Bagtan Kesatu

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 2

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

a. Peserta PU;

b. Peserta BPU.

Pasal 3

Peserta PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hunrf
a, meliputi:

18.

19.

20.
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(3)

a. Pekerja yang bekeda pada Pesrberi Kerja Pemerintah

Daerah; dan

b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain

Pemerintah Daerah.

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Pernerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l} hurrf a

yaitu Pegawai Honorer Daerah.

Pemberi Kerja dan atau/Pekerja selain Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

diklasilikasikan beberapa kegiatan usaha antara lain :

a. Kegiatan usatra dibagi beberapa jenis antara lain:

1) usaha besar;

2') usaha menengah;

3) usaha kecil; dan

4l usaha mikro.

b. Kegiatan Jasa kontruksi.

Pasal 4

Peserta BPU sebagairnarra dimaksud dalarn Pasal 2 huruf
b, meliputi:

a. Pemberi Kerja;

b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;

dan

Pasal 5

Peserta PU dan Peserta BPU w4iib mengilcuti Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan berupa:

a. JKK;

b. JHT;

c. JKM; dan

d. JP.

Peserta PU dan Peserta BPU wajib mendaftarkan dirinya

dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS

Ketenagakerjaan.

Peserta PU dan Peserta BPU dalam melakukan

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya

(4)

(1)

(2t
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(1)

(2t

(3)

(1)

(21

(3)

berikut anggota keluarganya secara lengkap dan

benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kriteria Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 6

Tahapan Kriteria Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi

Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) terbatas pada:

a. JKK; dan

b. JKM.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi

pegawai honorer daerah tahap lanjutan untuk kriteria

JHT dan JP akan dilaksanakan sebelum tahun 2029.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagr

pegawai honorer daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberi Kerja dan/atau Pekerja selain Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3)

huruf a dilakukan pembagian Kriteria Jaminan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan antara lain:

a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti

program JKK, JKM, JHT dan JP;

b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM dan

JHT; dan

c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

Pemberi Kerja dan/atau Pekerja selain Pemerintah

Daerah bagi penyedia jasa kontmksi wajib mengikuti

JKK dan JKM.

Pemberi Kerja dan/atau Pekerja selain Pemerintah

Daerah bag Penyedia jasa konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib memperhitungan besarnya

iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan

pekerjaan konstruksi.



BAB III

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagran Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 8

(1) Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JKK

berhak memperoleh manfaat JKK.

(21 Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

berupa :

a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang

meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah,

rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah

sakit swasta yang setara;

4. perawatan intensif;

5. penunjangdiagnostik;

6. pengobatan;

7. pelayanan khusus;

8. alat kesehatan dan implan;

9. jasa dokter/medis;

10. operasi;

11. transfusi darah; dan/atau

12. rehabilitasi medik.

b. santunan berupa uang yang meliputi:

1. penggantian biaya penganglnrtan Peserta yang

mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit

akibat kerja, ke rumah sakit danlatau ke

rumahnya, terrnasuk biaya pertolongan

pertama pada kecelakaan;

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat

sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;

4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
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5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus

apabila Peserta meninegal dunia atau Cacat total

tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit

akibat kerja;

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu

(orthose) danlatau alat pengganti (prothese);

7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta

yang meninggal dunia atau Cacat total t-etap

akibat keeelakaan kerja.

(3) Hak untuk menunhrt manfaat JKK sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 menjadi gugur apabila telah

Pengajuan Manfaat JKM lewat waktu 2 {dua} tahun sejak

Kecelakaan Keda terjadi.

(4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan

manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Bagtan Kedua

Jaminan Hari TIra (JHT)

Pasal 9

Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JHT

berhak memperoleh manfaat JHT, yang merupakan nilai

akumulasi seluruh iuran JHT yang telah disetor

ditambah hasil pengembangannya.

Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diambil pada saat Peserta PU dan peserta BPU mencapai

usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia

atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari

perusahaan.

Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan

manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sebagaimana diatur dengan Peraturan

Perundang-undangan.

(1)

(21

(3)
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(2t

(3)

Bagran Ketiga

Jaminan Pensiun (JP)

Pasal 1O

Peserta PU dan peserta BPU yang terdaftar dalam JP

berhak memperoleh Manfaat JP diberikan pertama kali

pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.

Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhitung menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1

Januari 2OL9.

Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (21

selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3

(tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun

65 (enam puluh lima) tahun.

Dalam hal Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar

dalam JP telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang

bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih

untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai

Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan

ketentuan pating lama 3 (tiga) tahun setelah Usia

Pensiun.

Pasal 11

Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

ayat (4) berupa:

a. pensiun hari tua;

b. pensiun Cacat;

c. pensiun janda atau duda;

d. pensiun anak; atau

e. pensiun orang tua.

Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diterima Peserta Peserta PU dan Peserta

BPU yang terdaftar dalam JP yang telah mencapai Usia

Pensiun dan telah memiliki masa iuran paling singkat

L5 tahun (18O bulan).

(4)

(1)

(21

-dt##@:^

Pntt*F $\ssBp



r*'
(3) Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat

(U huruf b diterima oleh Peserta PU dan Peserta BPU

yang terdaftar dalam JP yang telah mengalami Cacat

Total Tetap sebelum mencapai usia pensiun.

Manfiaat pensiun janda atau duda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diterirna oleh istri atau

suami dari Peserta yang meninggal dunia.

Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d diterima oleh anak dalam hal:

a. Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam JP

meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau

suami; atau

b. janda atau duda dari Peserta PU dan Peserta BPU

yang terdaftar dalam JP meninggal dunia atau

menikah lagi.

Manfaat Pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurrf e diterima oleh orang tua dalam hal

Peserta PU dan peserta BPU yang terdaftar dalam JP

meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau

anak.

Pasal 12

Bag Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar dalam

JP yang mencapai usia pensiun sebelum masa iuran

mencapai 15 tahun, Peserta berhak mendapatkan

seluruh akumulasi Iuran JP ditambah hasil

pengembangannya.

Besaran manfaat, tata cara pengqiuan dan pengambilan

manflaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sebagairnana diattrr dengan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagran Keempat

Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 13

AhU Waris Peserta PU dan Peserta BPU yang terdaftar

dalam JKM berhak mendapatkan manfaat JKM.

(6)

(4)

(s)

(u

{2t
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(2t Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan akibat Peserta PU dan Peserta BPU yang

terdaftar dalam JKM meninggal bukan karena

Kecelakaan Kerja.

Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (21

terdiri atas:

a. santunan kematian;

b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;

c. braya pemakaman;

d. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

Besaran manfaat, tata cara dan pengambilan manfaat

dilakukan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan

Pemndang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 14

Pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ditalflrkan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan

atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya

yang ditunjuk, dengan mengisi formulir pendaftaran

sesuai format yang berl,aku di BPJS Ketenagakerjaan

disertai dengan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk pendaftaran kepersertaan PU meliputi :

a. fotokopi nomor pokok wafib pajak pemsahaan;

b. fotokopi surat izrn usaha perusahaan I ak<ta

pendirian perusatraan;

c. fotokopi kartu tanda penduduk dan karhr keluarga;

dan

d. fotokopi karhr Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi

yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.

Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan jasa konstruksi,

dirrajibkan mengirimkan salinan daftar perusahaan yang

mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(3)

(4)

(1)

{21

(3)



(4) Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan jasa konstruksi

bagr penyedia Jasa Konstnrksi yang menyerahkan

pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor

wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

bag perusahaan pihak ketiga, atau Sub-kontralrtor

dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

Pasal 15

Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang mengurus

registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan

izrn usaha atau menjadi Peserta Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan rnelampirkan bukti kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dan bukti pembayan:an iuran BPJS

Ketenagakerjaan bulan terakhir.

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berada

pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, kruie Point

Offie (Src) Kerjasama Perbankan, Dinas Pelayanan

Terpadu Saar Pintu (PTSP) Kabupaten Natuna.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagran Kesatu

Besaran

Pasal 16

(1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi

tenngs kerja PU adalah sebagai berilmt :

O.24o/o s/d L.74o/o dari Upah sebulan;

A3a/o da-ri Upah sebulan;

3.7o/a Pemberi Kerja dart 2a/o tenaga kerja

dari Upah sebulan;

2 Yo Pemberi Kerja dan LYo tenaga kerja

dari Upah sebulan.

(21 Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi

tenaga kerja BPU adalah sebagai berikut:

(U

(21

a. JKK

b. JKM

c. JHT

d. JP

a. JKK

b. JKM

: L o/o dari Upah sebulan;

: Rp. 6.800,- perbulan;
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(1)

C" JHT : ZVo dari Upah sebulan.

Pasal 17

Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagr

Keperserta PU yang melakukan kegiatan jasa Konstruksi

Dalam hal kornponen upah Pekerja tidak diketahui atau

tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung

berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstrrrksi dengan

ketentuan sebagai berilnrt :

a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak

Kerja Rp. 1O0.OOO.OOO,- (seratus juta rupiah), iuran

JKK sebesar O.2Lo/o (nol koma dua puluh satu

persen) dari nilai kontrak.

b. pekerjaan Konstmksi dengan nilai konffiak di atas

Rp. 10O.OOO.OO0,- (seraflrs juta rupiah) sampai

dengan Rp. 50O.OOO.OOO,- (lima rattrs juta rupiah),

iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a

ditambah O.17o/a (nol koma tujuh belas persen) dari

selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Keda

Konstruksi setelah dikurangi Rp. 10O.0OO.O0O,-

(seratus juta rupiah).

c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5OO.OOO.OOO,- (lima

ratus juta rrpiah) sampai dengan Rp.

1.OO0.0OO.O0O,- (sattr milyar rupiah) sebesar

penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah A,L3o/o

(nol koma tiga belas persen dari selisih nilai, yalmi

dari nilai Kontrak Kerja Konstmksi setelah dikurangi

Rp. 5O0.OOO.OOO,- (lima ratus juta rupiah);

d. pekerjaan Konstnrksi di atas Rp. 1.0OO.OOO.OOO,-

tsafir milyar rupiah) sampai dengan Rp.

5.OOO.OOO.OOO,- (lima milyar mpiah) sebesar

penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah A.LP/a

(nol koma sebelas persen) dari wlisih nilai, yakni dari

nilai Kontrak Kerja Konstmksi retelah dilfirrangi Rp.

1.0OO.OO0.OO0,- (sattr milyar mpiah); dan

e. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.OOO.0OO.O0O,-

flima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran

JIfl( huruf d ditambah O,O9olo (nol koma nol sembil,an



(2t

persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak

Kerja Konstnrksi setelah dikurangi Rp.

5.OOO.O0O.O0O,- (lima milyar rupiah).

Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagl

kepesertaan PU yang melakukan kegiatan jasa

konstmksi Dalam hal kornponen upah Pekerja

tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga

keda yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi

ditetapkan sebesar L.74o/o (satu koma tujuh puluh empat

persen) dari upah sebulan.

Pasal 18

Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagr

kepeserta PU yang melakukan kegiatan jasa konstnrksi,

dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau

tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung

berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. pekerjaan Konstnrksi sampai dengan nilai kontrak

Rp. 1OO.0OO.OOO,- (serahrs juta rupiah), Iuran JKM

sebesar 0.03o/o (nol koma nol tiga persen) dari nilai

kontrak.

b. pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas

Rp. 10O.OOO.OOO,- (seratus juta rupiah) sampai

dengan Rp. 5OO.OOO.OOO,- (lima ratus juta rupiah),

iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK humf
a, ditambah O.A2a/o (nol koma nol dua persen) dari

selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja

Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1OO.0OO.OOO,-

(seratus juta nrpiah).

c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5OO.OOO.OOO,- (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

1.OOO.OOO.O0O,- (sattr milyar rupiah) sebesar

penetapan niLai iuran JKM, ditambah A,O2o/o (nol

koma nol dua per€en dari selisih nilai, yakni dari

nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.

5OO.OOO.O0O,- (lima ratus juta rupiah);

(1)

AH
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d. pekerjaan Konstmksi di atas Rp. 1.OOO.OOO.OO0,-

(satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.

5.OOO.OOO.OOO,- (lima milyar rupiah) sebesar

penetapan nilai iuran JKM, ditambah O.O1% (nol

koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari

nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.

1.OOO.OO0.O00,- (satu milyar rupiah); dan

e. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.0O0.0OO.000,-

(lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran

JKM, ditambah O,Ololo (nol koma nol satu persen)

dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja

Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.0OO.OOO.OOO,-

(lirna milyar mpiah).

Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagr

kepersertaan PU yang melakukan kegiatan jasa

konstruksi dalam hal komponen upah tercantum dan

diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang

bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan

sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah

sebulan.

Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi

kepersertaan PU yang melalrukan kegiatan jasa

konstruksi dalam menghitung besaran iuran

meflggunakan dasar Nilai Kontrak Kerja Konstruksi

setelah aflrurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 19

Pembayaran iuran Jaminan Ketanagakerjaan pertama

dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan

BPJS Ketenagakerjaan.

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

lanjutan dilakukan pada bank yang dituduk oleh BPJS

Ketenagakedaan, atau Pagment Point Offi@ yang

bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(3)

(U

(2t



Pasal 2O

Laporan Upah dan mutasi Pekerja serta rincian iuran per

program diserahkan oleh Pemberi Kerja dan/atau Pekerja

kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk hardupg
maupun saficopg dengan ternbusan disampaikan kepada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

(U Dalam rangka pelaksanaan prognam BPJS

Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu

oleh unsur Pemerintah Daerah dan unsur BPJS

Ketenagakerjaan.

(21 Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana yang

dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Pasal22

Pengawasan dan pengendalian terselenggaranya jaminan

sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas

ketenagakerjaan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PEI,APORAN

Pasal 23

Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian

bersama BPJS ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi rnelakukan monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap

6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila

dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

(1)

{21
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(3)

(41

(1)

(2t

pen5rusunan kebiiakan di Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim
rnonitoring dan evaluasi.

Pembentukan tim monitoring dan evaluasi Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan dibentuk dengan Keputusan

Bupati.

BAB VIII

PROGRAM KERJA

Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dibentuknya tim
pengarah dan tim pelaksana yang mempunyai tugas

men5rusun program kerja tahunan.

Pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibenhrk dengan Kepuhrsan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(U Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi

administratif.

(21 Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda; dan/atau

c. tidak rnendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 26

Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 hun'f a diberikan

paling banyak 2 (dua) kali masing-masing unilrk jangka

waktu paling lama LO (sepuluh) hari kerja.

(U
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(1)

(2t

(u

tzt

Sanksi teguran terhrlis sebagaimana r{imaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 27

Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan apabila jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya

pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilalqrkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik

tertenhr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21

huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas

permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengen€an sanksi

tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas

Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlalm.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Sega1a Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

I(abupaten Nahrna;

b. Sumber-sumber lain yang satr dan tidak mengikat.

YARAF'{OOftD



BAB xI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di

Kabupaten Natuna Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Tahun

2015 Nomor 47)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Natuna

pada tanggat t ryustus 
2Dt1

SEITRETA.RIS DAERAII

KABI'PATEIT ilATI'NA,

Ditetapkan di Ranai

t$gus{t$ 2ot7
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ATAS

PERATT'RAIT BUPATI HAfI'ITA

TYOMOR 30 TAIIUIT 2017

TEISTAilG

PERLIITDI'ITGAIV TEITAGA KTR.IA MELI\LUI BADAIT PEIYYELENGGARA

JAItrIITAIT SOSIAL I(ETEIYAGAI{TR.'AAIV

DI KABT'PATTT ISATTTTA

I. UMUM

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial bagi

pekerja yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jarminan Kematian,

Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagr

Pemerintah Kabupaten Natuna dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dan Pegawai Honorer Daerah di

Kabupaten Natuna. ftrjuan adanya Peraturan ini agar terwujudnya

perlindungan sosial bagi Pekerja dan Pegawai Honorer Daerah di Kabupaten

Natuna melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tba,

Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun sehingga Pekeda dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya sectrra layak.
f

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pegawai Honorer Daerah adalah Pekerja yang melakukan perjanjian

dengan pihak pertama dalam wakhr tertentu dall/ atau rnelalui

Kepala Unit kerja Perangkat Daerah UKPD berdasarkan

ian kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan

-undangan.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

a. usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha

. asing yang melalnrkan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana

diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

usaha menengah adalah usaha ekonomi produlrtif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagan baik

langsung maupr-rn tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang'

undangan yang berlaku.

b. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

pemsahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan

dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria

usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang

Mikro, Kecil, dan Menengah. usaha produktif milik orang



' perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasa] 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

a. pensiun hari tua adalah pensiun yang diterima oleh Peserta yang

telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa. Iur paling

singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus

delapan puluh) bulan.

b. pensiun Cacat adalah pensiun yang diterima oleh Peserta yang

mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.

c. pensiun janda atau duda adalah pensiun yang diterima oleh istri
atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.

d. pensiun anak adalah pensiun yang diterima oleh Anak dalam hal:

Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami;

atau Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah
lagr.

e. pensiun orang tua adalah pensiun yang diterima oleh Orang Tua
dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri,
suami, atau Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakrnampuan

seseorang untuk melakukan pekerjaan.

isimE?}ftrs0A&AH



F@
; Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat {1)

Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (l)
Ahli Waris adalah ahli waris sebagaimana ditetapkan menurut

Perattrran Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Frogram Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan

Kematian; Perattrran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan Perattrran

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Hari Tua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Culmp jelas.

Pasa] 16

Cukup jelas.

PAfiAFK



Ayat (1)
' Kotrak kerja adalah perjanjian antam. pekerja/buruh dengan

pengusatra atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,

hak, dan kewqiiban para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas: PAEAFfiOOROITASI



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukrp jelas.
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